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Kawasan kumuh di Indonesiaterjadi karena tingginya urbanisasi, namun tidak diimbangi oleh edukasi
maupun skill paramigran, disatu sisi, lapangan kerja yang terbatas, menyebabkan persaingan untuk
mendapatkan pekerjaan begitu sulit, begitu pula dengan keuangan para migran dan akhirnya banyaknya
migran yang datang, menyebabkan tingginya permintaan akan hunian, namun kemampuan keuangan migran
tidak dapat menjangkaunya sehingga mereka menempati lokasi daerah marginal tanpa adanya pelayanan
infrastruktur dasar yang memenuhi standart pelayanan minimum.

Pembangunan Rusunawa di Marunda, Jakarta Utara adalah salah satu solusi dalam penyediaan permukiman
layak huni bagi pekerja kawasan industri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan korban gusur serta
kebakaran. Rumah susun dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui
upaya peremajaan, pemugaran dan relokasi. Kegiatan pembangunan rumah susun ini dinilai positif dalam
mengurangi kekumuhan perkotaan karena sangat menghemat |ahan.

K etepatan penerima manfaat subsidi, dapat dilihat dari penerima subsidi sudah tepat sasaran atau belum
dengan menggunakan metode Benefit Incidence Analysis yang menggunakan data SUSENAS dan data
primer, kemudian diperkuat dengan menganalisis permasal ahan pergeseran penerima subsidi tersebut
dengan menggunakan metode depth interview dan sistem sewa menyewa yang ada di dalamnya, serta
komparasi fakta lapangan dengan kebijakan yang berlaku, yaitu UU no 16 tahun 1985.

Dari hasil analisis BIA, secara umum ditemukan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi
target sasaran program ini masih kesulitan masuk ke rumah susun karena tingginya harga hunian dan utilitas
yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Untuk penghuni yang mendapatkan sistem subsidi,
masyarakat miskin (Q1) belum mendapatkan manfaat dari program pemerintah ini, penerima manfaat
terbanyak merupakan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi (Q4). Pergeseran penerima
manfaat ini disebabkan karena tingginya biaya hidup yang sulit dipenuhi oleh penghuni, sulitnya
aksesibilitas transportasi, desain yang kurang sesuai dengan kegiatan penghuni. Sedangkan untuk penghuni
dengan sistem non subsidi, penerima manfaat hampir merata dan hampir tepat sasaran karenatidak ada
perbedaan yang mencol ok antara masyarakat miskin (Q1) dengan masyarakat terkaya (Q5).

Mengacu pada UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah berkewajiban untuk
menyediakan layanan dasar kesehatan tersebut, namun agar program tersebut berkelanjutan, harus ada peran
serta dari masyarakat, yaitu ikut menanggung biaya penyediaan layanan dasar, terutama layanan dasar air
bersih yang sekarang ini belum tahu berapa besaran biaya yang harus ditanggung masyarakat. Penentuan
besaran biaya air bersih tersebut, menggunakan metode willingness to pay dan menggunakan data primer.
Besaran biaya air bersih ini perlu dilakukan untuk menghitung biaya service hunian, yang menurut UN
Habitat tidak boleh melebihi 30% dari total pengeluaran rumah tangga, dan ketika masyarakat mengel uarkan
pendapatannya lebih dari 30% untuk sewa rumah dan utilitasnya, maka hunian tersebut sudah tidak dapat
terjangkau lagi oleh masyarakat dan akhirnya mereka akan kembali ke daerah marginal yang minim akan
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pelayanan dasar. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 51% sample penghuni, mengeluarkan
pendapatannya melebihi batas yang dianjurkan oleh UN Habitat, yaitu >30% untuk hunian dan utilitasnya,
sehingga rumah susun tersebut sudah tidak lagi terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini.

...... Slum areas in Indonesia occurred because of the high urbanization, but not matched by education and
skills of migrants, on the one hand, employment is limited, causing the competition to get ajob so difficult,
so they accept law salary, high housing demand for working and less supply in housing, make they fit into
the marginal areas without basic infrastructure services that meet minimum service standards.

Development for Flatsin Marunda, North Jakartais one of the solutions in the supply of habitable housing
for industrial workers, low income people (MBR) and evicted the victims and fire. Development for flats
with the am of improving the quality of neighborhoods through the efforts of rejuvenation, restoration and
relocation. Apartment construction activity was assessed positively in reducing urban squalor because it can
conserve land, encourage green open space and efficiency for development basic infrastructure.

The accuracy of the beneficiaries of subsidies, subsidies can be seen from the receiver is on target or not by
using a method that uses the Benefit Incidence Analysis. This analysis using datafrom SUSENAS and
primary data, and then amplified by analyzing the problems of shifting the subsidy recipients by using the
method of depth interviews and alease system that isin therein, as well as comparative facts on the ground
with the policiesin force, UU Rumah Susun (UURS) No. 16 year 1985.

From the analysis of BIA, in general it was found that low-income people who become the target of this
program is still difficult entry into the apartment because of the high price of housing and utilities that are
not proportional to their income. For residents who get a subsidy system, the poor (Q1) has not benefited
from this government program, most beneficiaries are the people who have higher incomes (Q4).
Beneficiaries of this shift is caused due to the high cost of living is difficult to fulfill by the occupant, the
difficulty of accessibility of transportation, lack of appropriate design with the activities. Asfor residents
with non-subsidy system, beneficiaries almost evenly and aimost right on target because there was no
significant difference between the poor (Q1) with the richest (Q5). Referring to the Act No. 26 of 2007 on
Spatial Planning, the government is obliged to provide basic services such health, but that the program is
sustainable, there must be participation from the community, which helped underwrite the cost of providing
basic services, especialy basic services of clean water are not currently know how much amount of cost to
be borne by society.

Determination of the amount of the cost of the clean water, using the method of willingnessto pay and use
the primary data. Cost of clean water is necessary to calculate the cost of residential service, which
according to UN Habitat should not exceed 30% of total household expenditure, and when people spend
more than 30% of their income for rent and utilities, then the occupancy is already out of reach again by the
community and eventually they will return to marginal areas would be minimal basic services. From the
result showed that as many as 51% sample of residents, to spend his income exceeds the limit recommended
by the UN Habitat, which is> 30% for shelter and utilities, so the apartment is no longer affordable by low-
income communities.



